DOCUMENTASI

BAG. PER - UNDANG? AN

KEPUTUS AN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 156 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk mengembalikan Bangsa Indonesia mend jadi Bangsa
Bahari jang benar-benar dapat menguasai kedjajaan dan kekajaan
Maritim Indonesia, serta untuk memperlantjar pelaksanaan prine
sip "BERDIKARI", perlu membentuk suatu xoupu'thcn llu'ith
Jang mu;iuu Dopartn.n Perhubungan Laut, De Pnriﬂannn
dan Pengolahan Laut dan Departomen Ferindustrian lhrith H

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu me-
ngeluarkan 3

l. Departemen Perhubungan Laut dari linglmngan Kompartimen
Distribusi,

‘.:.u. 2. Departemen Perikanan Darat/Laut am +1{ngkungan “Kompartimen
) ' Pertanian dan Agraria,

untuk selandjutnja dimasukkan kedalam lingkungan Kompartimsn
Maritinm ; .

Nengingat : l. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar

2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 t.unt.mg ubont.uhn Ka-
binet Dwikora jang kemudian berulang- ab diubah dan
ditambah terachir dengan Koputuun Pres: dn Noolhl tahtm 1965 ;

MEMUTUSKAN: , 3 \‘
Menetapkan 3 il

y 3 ‘-\
PERTAMA ¢ A Mengeluarkan Departepen Porhubungan law lingkungan l:on-
5 gminm Distr.tgui dan Departemen Peri mt/hm dari
mkungan Eompartimen Pertanian dan Agrarias | \e B

» Hembentuk Kompartimen Maritim jang uolipuﬁ 3) !pirt;ﬂﬁt;r-
diri dari :- AL \ ;
1. Departemen Perhubungan laut, L e W
2« Departemen Perikanan dan Pengolahan Llllt. ’ §\\
3. Departemen Perindustrian Maritim. AWl g \?
o Msngangkat 3

l. Major Djenderal KKO Ali Sadikin,
Menteri Perhubungan Lawt

2+ Laksamana Muda laut Hamsah
Atmohandojo, Menteri Perikanan

Darat/ Laut AL A
3. 8dr. Mardanus, FPresiden Direktur - mend m Pc'indus-
"Karya Putra 5ockyard' trhi’:‘ g&rit‘ ’r‘

_ mm ‘,’ ‘:I :
HARAP KEMBALI Siw

SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN Xy




KEDUA $ Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketshul kepada:

le Presidium Kabinet Dwikora
2. Para Menteri Koordinator iampan:lun.
3. Para mm
v ‘00 HEPM N.P.E.S.
2 5« Pimpinan D-P.R.-G.R.
i 6. ¥ Ketua I dan II DoPo‘o,

o 7. Badan Perantinaan Penbangunan Nasioml,
/ 8. Badan Peméri Keuarngan Agung,
F 9. nntor Bendghara Negara,

10. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.

¥ PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada berke ingan
t}:{‘ttk diketaghui dan dipergunakan sebagaimana mestinja .- Juse pavk

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Djuni - 1965.
7 PRESID EN REPUBLIK INDONESIA,

A /Zw\

SUKARNO.

R TR
FOMREF AR AT 140




